
 
 

SALINAN 
 

 
 
 
 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR 47 TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KENDAL, 
 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2018 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950  tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah  sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 
tentang Pembentukan   Daerah   Tingkat   II   dengan 
mengubah Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1950 

tentang  Pembentukan   Daerah-daerah  Kabupaten  
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2757); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004  Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
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Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan  Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah 
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4079); 

13. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123) 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6057); 

25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 
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26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 450); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal 
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 

Nomor 3 Seri E No. 21, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 31); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal 6 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan 
Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 

12); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2016 Nomor 10 seri A Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kendal No. 161); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 
2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 12); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 

2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 
11); 

34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 83 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kendal 
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Tahun 2016 Nomor 83 Seri A No. 6) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 

Kendal Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 83 Tahun 2016 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2017 Nomor 50); 

35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten 

Kendal Tahun 2017 Nomor 55) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 63 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 

54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 

(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 64); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2017. 

 

Pasal 1 
 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun Anggaran 2017 terdiri atas : 

a. Pendapatan 

1. Pendapatan Asli Daerah Rp.   404.978.613.972,00  

2. Dana Perimbangan Rp. 1.258.083.866.285,00  

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp.   384.492.565.839,00  

Jumlah Pendapatan          Rp  2.047.555.046.096,00 

b. Belanja 

a) Belanja Tidak Langsung  Rp. 1.228.207.168.503,00 

a) Belanja Pegawai  Rp.    860.450.026.715,00 

b) Belanja Bunga Rp.                           0,00 

c) Belanja Subsidi Rp                            0,00 

d) Belanja Hibah Rp.      20.873.727.405,00 

e) Belanja Bantuan Sosial Rp.                           0,00 

f) Belanja Bagi Hasil Rp.      11.251.676.120,00 

g) Belanja Bantuan Keuangan Rp.    333.593.211.463,00 

h) Belanja Tidak Terduga Rp.        2.038.526.800,00 

    

b) Belanja Langsung  Rp.    863.621.901.479,00 

a) Belanja Pegawai Rp       31.747.459.850,00  

b) Belanja Barang dan Jasa Rp.    510.435.681.920,00 
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c) Belanja Modal Rp.    321.438.759.709,00 

Jumlah Belanja   Rp. 2.091.829.069.982,00 

Surpus/(Defisit)  Rp.    (44.274.023.886,00) 

c) Pembiayaan 

a) Penerimaan Rp.    297.142.223.911,00 

b) Pengeluaran Rp.      18.000.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto  Rp.   279.142.223.911,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan Rp.   234.868.200.025,00 

Pasal 2 
 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 
 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

 

Pasal 4 
 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 5 
 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 6 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 

Ditetapkan di Kendal 
Pada tanggal 29 Agustus 2018 

 

BUPATI KENDAL, 
 

Cap ttd 
 

 

                                                         MIRNA ANNISA 
Diundangkan di Kendal 

Pada tanggal 29 Agustus 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN KENDAL, 
 

Cap ttd 
 

MOH. TOHA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018 NOMOR 47 
 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN KENDAL, 
 
 

NUR FUAD, S.H, M.H 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19700215 199003 1 006 
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